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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondosia Kecamatan
Bolo Kabupaten Bima akan ditinjau kembali dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Khususnya di Desa
Sondosia, Kecamatan Boro, Kabupaten Bima, tentang pelaksanaan
kesepakatan pembagian hasil laut berbasis darat, yang berarti pembagian
75%/40% bukanlah suatu undang-undang, berdasarkan adat istiadat
setempat yang selama ini bersifat lisan. menjadi. Dengan demikian,
undang-undang yang ada, yaitu UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi
Hasil, tidak berjalan seperti yang diharapkan pemerintah. Hal ini
dikarenakan ada faktor yang menghambat penegakan hukum, seperti
kuatnya pengaruh gaya hidup, faktor pendidikan, dan kurangnya
sosialisasi hukum bagi hasil.

2. Upaya hukum yang dilakukan jika terjadi perselisinan dalam pelaksanaan
perjanjian bagi hasil tambak di Desa Sondosia, Kecamatan Boro,
Kabupaten Bima. Jika terjadi perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat
dalam kontrak bagi hasil budidaya ikan, misalnya, masyarakat Desa

Sondosia akan mengutamakan pendapatnya.
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B. Saran
Dari pembahasan mendalam tentang pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil

Tambak di Kabupaten Bima, Kecamatan Bolo dan Desa Sondosia, penulis

menyarankan:

1. Perlunya Pemerintah untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 16 Tahun
1964 tentang Bagi Hasil. Hal ini diperlukan karena Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 1964 masih memiliki kelemahan. Bagi hasil tidak
mengatur tentang perjanjian, maka pelaksanaannya harus dikaitkan dengan
peraturan yang ada yaitu Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang
Bagi Hasil dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 1964 tentang
Bagi Hasil.Pemberlakuan Perjanjian Bagi Hasil. Hal ini juga terkait
dengan disahkannya undang-undang yang sudah ada sejak lama.

2. Selain masih minimnya pengetahuan hukum, penyuluhan hukum kepada
masyarakat pembudidaya tambak masih kurang, terutama terkait dengan
perjanjian bagi hasil hasil laut, untuk itu diperlukan aturan lanjutan dari
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 tentang bagi hasil hasil laut. Desa
Sondosia. Di Kabupaten Boro, Kabupaten Bima, ada peran aktif yang
dimainkan oleh pemerintah dan lembaga dalam mengimplementasikan
perjanjian bagi hasil dengan melakukan penilaian masyarakat secara

hukum.
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Gambar 1 Wawancara Dengan Staf Desa
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Gambar 3 Wawancara Dengan Pemilik Tambak
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